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ABSTRAK

Harta peninggalan atau harta warisan dalam adat Minangkabau disebut
dengan harato pusako (harta pusaka). Harta pusaka diwariskan secara turun
temurun melalui garis perempuan sedangkan anak laki-laki tidak mendapat
warisan menurut adat Minangkabau. Harta pusaka yang diwariskan kepada anak
perempuan tersebut tidak dimiliki secara individu namun dimiliki oleh keluarga
secara kolektif, hak penguasaan oleh perempauan disebut dengan “ganggam nan
bauntuak” yaitu hanya sebatas hak pakai bukan hak milik. Setelah syariat Islam
mulai kuat di Minangkabau, sebagai konsekuensi dari pengamalan syariat Islam,
harta warisan di Minangkabau dibagi dua menjadi harta pusaka tinggi dan harta
pusaka rendah (harta pencaharian). Harta pusaka tinggi diwariskan sesuai hukum
adat dan harta pusaka rendah diwariskan sesuai hukum faraid. Dewasa ini
eksistensi harta pusaka tinggi mulai berubah seiring berubahnya pola hidup
masyarakat Minangkabau. Harta pusaka tinggi yang diharapkan mampu
memelihara keeratan hubungan kekeluargaan dan menjadi investasi masa depan,
kini telah banyak menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Harta peninggalan
yang semestinya seluruhnya diwariskan secara faraid namun dialihkan
sebagiannya menjadi harta pusaka tinggi merupakan sesuatu yang menyalahi nas.
Oleh karena itu, perlu didalami tingkat kemaslahatan yang terkandung dalam adat
kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research)
dengan pendekatan normatif-sosiologis. Sedangkan metode analisis data yang
digunakan adalah dekriptif-analitik. Dalam metode pengumpulan data penulis
menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka kemudian digunakan pula
metode wawancara untuk beberapa data yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat kewarisan harta pusaka tinggi
yang terlihat menyalahi aturan faraid pada dasarnya tidak bertentangan dengan
hukum Islam, karena status harta yang diwariskan tidak sesuai dengan status harta
yang dapat diwariskan secara faraid. Berkaitan dengan fungsinya, harta pusaka
tinggi memilki fungsi moril dan fungsi materil, fungsi moril berupa memperkokoh
ikatan batin antara anggota keluarga dan fungsi materil berupa memenuhi
kebutuhan hidup para anggotanya, akan tetapi fungsi-fungsi tersebut pada saat ini
sudah tidak dirasakan lagi oleh para anggota keluarga karena sistem
pengelolaannya yang sudah tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat saat ini.
Berdasarkan tinjauan mas/ahah, ditemukan bahwa kemaslahatan yang diharapkan
dari adanya harta pusaka tinggi pada saat ini telah bercampur dengan
kemafsadatan karena harta pusaka tinggi tidak berfungsi lagi sebagaimana
mestinya sehingga sering terjadi perselisihan diantara anggota keluarga. Untuk
tercapainya kemaslahatan yang lebih hakiki dan terciptanya kedamaian dalam
masyarakat aturan faraid adalah satu-satunya hukum waris yang semestinya
diamalkan oleh umat Islam.

Kata Kunci: Harta, Pusaka, Kewarisan, Minangkabau.
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ABSTRACT

The treasures of the inheritance in the custom of Minangkabau are called
harato pusako (treasure of heirloom). The inheritance of the treasury is inherited
through the line of the woman, while the son does not inherit according to the
custom of Minangkabau. The property inherited to the daughters is not owned
individually but is owned by the people collectively (collectively), the right of
ownership by the daughters is called “ganggam nan bauntuak (given handle)
which is only a limit of use not ownership. After the Islamic shariah began to be
strong in Minangkabau as a consequence of the practice of Islamic Shariah, the
inheritance of Minangkabau was divided into two: the treasure of heirloom and
the treasure of livelihood. The treasures of heirloom is inherited in accordance
with the law of custom and the treasures of livelihood are inheritated in
conformity with the laws of faraid. This adult existence of heritage begins to
change as the life pattern of Minangkabau society changes. Inheritance that is
expected to be able to sustain family relationships and become a future
investment, has now caused a lot of disputes in the family. The treasury which
must be inherited in a faraid manner but which is transferred into treasure of
heirloom is something wrong in nas. Therefore, it is necessary to pay attention to
the level of assets contained in the customs inheritance in Minangkabau.

This type of research is library research with a normative-sociological
approach. The method of data analysis used is decryptive-analytical. In the
method of data collection, authors use documentation or library study methods
and then use the interview method for some data that is not available in written
sources.

The results of the research show that the customary inheritance of high
inheritance which seems to violate the rules of faraid is basically not contrary to
Islamic law, because the status of inherited assets is not in accordance with the
status of assets that can be inherited by faraid. With regard to its function, the high
inheritance has a moral function and a material function, the moral function is to
strengthen the inner bond between members of the clan and the material function
is to meet the needs of its members, but these functions are no longer felt by
family members, because the management system is no longer in accordance with
the lifestyle of today's society. Based on the maslahah review, it was found that
the benefits expected from the existence of high inheritance at this time have been
mixed with mafsadat because high inheritance is no longer functioning as it
should so that disputes often occur between family members. To achieve more
essential benefits and create peace in society, faraid rules are the only inheritance
law that Muslims should practice.

Keywords: Treasure, Heirloom, Inheritance, Minangkabau.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Alam Minangkabau sudah tersusun dengan segala adat dan budayanya
bahkan sebelum Islam sampai ke bumi Nusantara, ketika proses Islamisasi
berlangsung seluruh hukum adat secara berangasur-angsur disesuaikan
dengan hukum Islam. Meskipun sebagiannya masih tetap dipertahankan,
karena dipandang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi
atau adat istiadat pada suatu daerah dalam hukum Islam diakui sebagai ‘urf
(kebiasaan baik) yang mana keberadaanya dapat diterima dalam hukum
Islam.! Apabila Islam mendapati suatu negeri yang telah teratur, sedangkan
aturan itu tidak bertentangan dengan syariat maka kedatangan Islam hanyalah
menambah kokoh peraturan itu.?

Salah satu falsafah adat orang Minangkabau yaitu “adat basandi
syarak, syarak basandi kitabullah”, maksudnya ialah, adat Minangkabau itu
berdasarkan kepada syariat, sedangkan syariat itu berdasarkan kepada
kitabullah. Hal ini membuktikan bahwa Islam bagi orang Minangkabau
bukanlah sekedar tempelan belaka, tetapi sudah menjadi darah daging dan

tidak mungkin untuk dipisahkan satu dengan lainnya. Perumpamaannya tidak

' Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012), him. 74.

? Hamka, Ayahku, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 7.
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lagi seperti air dengan minyak tetapi seperti perpaduan air dengan minyak
dalam susu (sangat sukar untuk dipisahkan).’®

Secara umum adat Minangkabau terbagi dalam dua macam, pertama,
adat nan babuhua mati artinya adat yang diikat dengan simpul mati, kedua,
adat nan babuhua sentak artinya adat yang diikat dengan simpul hidup. Adat
nan babuhua mati adalah hukum dasar atau hukum pokok dari nenek moyang
yang tidak dapat diubah-ubah, seperti ungkapan pepatah yang berbunyi:

Nan dak lakang dek paneh.
Nan dak lapuak dek hujan.
Nan dianjak indak layua.
Nan dibubuik indak mati.
Dibasuah bahabih aia.
Dikikih bahabih basi”.

Adapaun adat nan babuhua sentak ialah peraturan yang dibuat
berdasarkan kata sepakat tokoh-tokoh adat Minangkabau. Adat ini bisa
berubah dan berbeda dimasing-masing daerah, seperti tergambar pada
pepatah:

Lain lubuek lain ikannyo.
Lain padang lain bilalang.

. . . . 1 5
Lain nagari lain adaiknyo”.

3 Hamka, Ayahku, him. 11.

* Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di
Minangkabau, cet. ke- 4, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), him. 33.



Usaha untuk menyesuaiakan kehidupan orang Minangkabau agar
sejalan dengan Islam telah dimulai semenjak raja kerajaan Pagaruyung yang
bernama Sultan Alif memeluk Islam, yaitu sekitar tahun 1560 M.® Pada
mulanya penyebaran Islam di Minangkabau dilakukan secara evolusi, yaitu
secara berlahan Islam menyebar dari daerah pesisir menuju daerah daratan
atau pedalaman, kemudian bersifat revolusi, yang ditandai dengan pecahnya
perang paderi.’

Permasalahan yang sangat menonjol dalam dinamika hubungan
agama dan adat di Minangkabau adalah tentang pewarisan harta.
Minangkabau mempunyai aturan tersendiri dalam pewarisan harta, hal ini
disebabkan sistem kekeluargaan yang dijalankan oleh orang Minangkabau
yaitu matrilineal, sehingga pewarisan harta di Minangkabau diturunkan
berdasarkan pada garis keturunan ibu.® Turunnya harta melalui garis ibu ini,
tergambar dalam sebuah pepatah adat yang mengatakan sebagai berikut:
Biriak-biriak turun ka samak
Dari samak turun ka halaman
Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan.

> Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau,

cet. ke- 6, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), him. 14.

6 Kerajaan Pagarruyung semula adalah kerajaan Budha yang kemudian berubah menjadi

kerajaan Islam. Berdiri tahun 1347 M dan berakhir pada tahun 1825 M dengan menyerahkan
kekuasaannya pada Belanda pada saat perang padri.

138.

" Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm.

8 Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 6.



Mamak atau paman merupakan saudara ibu yang laki-laki, adapun
kemenakan ialah anak saudari perempuan, dimana menurut adat
Minangkabau paman dan kemenakan adalah orang yang memeiliki suku
(marga) yang sama, karena si paman dan ibu si kemenakan adalah orang
bersaudara satu ibu. Hal-hal yang dapat diwariskan menurut adat yaitu
“sako” (gelar atau jabatan dalam adat) dan “pusako” (harta).’

Setiap kaum atau keluarga mempunyai harta yang disebut dengan
“pusako” dan telah diwariskan turun temurun secara matrilineal, harta ini
menjadi lambang kehormatan suatu kaum sehingga kaum yang tidak
memiliki harta pusaka akan malu dan diremehkan karena tidak ada harta yang
akan diwariskan kepada anak keturunan. Nenek adalah pemilik rumah dan
segala isinya berdasarkan adat yang asal, harta benda diusahakan adalah
untuk menpergemuk harta kepunyaan kaum atau suku. Meskipun seorang
laki-laki atau suami berusaha, bersawah dan berkebun, gunanya bukanlah
untuk anaknya, tetapi untuk kemenakannya. Adat yang asal di Minangkabau
mengatur bahwa suami tidak diwajibkan memberi nafkah kepada istri,
sehingga akan malu seorang istri meminta belanja kepada suaminya, adapun
untuk belanja anak-anaknya diusahakan oleh mamak (paman pihak ibu)

melalui pengelolaan harta pusaka kaum.'°

® A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau,
(Jakarta: PT. Temprint, 1984), him. 161.

' Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, hlm. 23.



Islam diperkirakan sudah masuk ke Minangkabau sebelum tahun 1250
M", namun dalam masalah pewarisan harta ternyata belum menerapkan
hukum Islam sama sekali. Hal ini menjadi sulit karena sistem kekerabatan
yang dianut, serta kebiasaan yang sudah mendarah daging yaitu suami tidak
diwajibkan memberi keperluan hidup kepada anak-anak dan istrinya tetapi ia
berusaha dan bekerja untuk kaum dan kemenakannya.

Ketika Islam sudah semakin kuat di Minangkabau yang ditandai
dengan banyaknya pemuda-pemuda Minangkabau yang menuntut ilmu
agama ke Makkah al-Mukarramah, maka muncul keinginan untuk mengubah
sitsem pewarisan harta di Minangkabau yang dipandang tidak sejalam dengan
tuntunan syariat Islam. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi'? (1860-1916
M) adalah salah seorang tokoh agama yang menentang adat Minangkabau
dalam hal pewarrisan harta. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
mengatakan bahwa pewarisan harta sebagaimana dalam adat Minangkabau
adalah menyalahi ketentuan waris Islam, karena seorang anak tidak

memperolah warisan dari ayahnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa praktik

"' Mhd. Nur dan Syafrizal, “Riwayat Peradaban Awal Islam Minangkabau di Nagari
Tapakis Ulakan Kabupaten Padang Pariaman”, Jurnal Tsaqofah dan Tarikh, Vol. 7, No. 1, (Juni
2022). Diperkirakan pada abad ke-7 orang Arab sudah masuk ke Pariaman untuk berdagang, tetapi
belum menyebarkan Agama Islam. Kemudian barulah ditemukan makam syekh Burhanuddin di
Dharrnasraya yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau yang mana pada makam tersebut
tertulis tahun 1250 M. Tentu hal ini memberi petunjuk bahwa di Dharmasraya telah banyak pula
pengikut syekh Burhanuddin.

"2 Nama aslimya adalah Ahmad al-Khatib bin Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Abdul
Aziz al-Minangkabawi. Keturunan asli Minangkabau yang lahir di Koto Gadang Kabupaten
Agam, masa hidupnya dihabiskan dengan belajar dan mengajar di Makkah sekaligus menjadi
imam, khatib dan mufti mazhab syafi’i di Majidil Haram.



pembagian waris harta pusaka tersebut adalah merampas, mengambil secara
zalim dan tidak menjalankan amanah Allah."

Pada perkembangan selanjutnya Syekh Abdul Karim Amrullah'
(1879-1945 M) memiliki pandangan berbeda tentang harta pusaka, ia
mengatakan bahwa pewarisan harta pusaka atau yang disebutnya dengan
harato tuo (harta tua) bukanlah harta warisan seperti yang dimaksud dalam
ilmu faraid, menurutnya harta terebut sama dengan wakaf atau harta
musabalah.

Sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau tidak henti-hentinya
dibicarakan dan dipersengketakan, terutama oleh para ulama yang ingin
menjalankan hukum faraid serta membersihkan bumi Minangkabau dari adat
jahiliyah dengan para tokoh yang teguh mempertahankan adat. Penentangan
terhadap hukum kewarisan adat Minangkabau diperkirakan muncul semenjak
akhir abad ke-19 M, yaitu dengan diterbitkannya kitab karya Syekh Ahmad
Khatib al-Minangkabawi pada tahun 1893 M dengan judul “Ad-Da’i al-
Masmu’ Fi ar-Raddi “‘Ala Man Yuwarrisu al-Ikhwah Wa Aulad al-Akhawat

Ma’a Wujudi al-Usul wa al-Furu’”.

13 Ahmad Khatib bin Abdul Latif, Ad-Da’i al-Masmu’ Fi al-Raddi ‘Ala Man Yuwarrisu

al-Tkhwah Wa Aulad al-Akhawat Ma’a Wujudi al-Usul wa al-Fura’, (Kairo: Dar al-Kutub at-
Turats, 1893), hlm. 4. Lihat juga Amir Syarifuddin, Pelakanaan Hukum Kewarisan Islam dalam
Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 275.

¥ Nama lahirnya adalah Muhammad Rasul ayahnya bernama Muhammad Amrullah

Tuanku Abdullah Shaleh. Ia pernah menimba ilmu kepada syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
di Makkah dan mendirikan Sumatera Thawalib sepulangnya dari sana. Ia merupakan satu dari tiga
orang yang penah mendapat gelar kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas al-Azhar Mesir
dan pendiri Muhammadiyah pertama di Minangkabau.

"> Hamka, Islam dan adat Minangkabau, hlm. 103.



Berdasarkan dua pemahaman tersebut, yaitu pendapat yang
mengatakan pewarisan adat harta pusaka adalah haram hukumnya dan
pendapat yang mengatakan hukumnya boleh, maka menimbulkan dualisme
pemahaman hukum kewarisan pada masyarakat Minangkabau, padahal
falsafah hidupnya mengatakan bahwa “adat basandi syarak, syarak basandi
kitabullah”, yang mana semestinya tidak ada adat yang menyalahi syariat
Islam.

Menanggapi hal tersebut, para ulama, tokoh adat dan cendikiawan
Minangkabau pada tahun 1952 telah mengadakan rapat besar di Bukittinggi
yang membahas permasalahan harta pusaka di Minangkabau. Sebagai
keputusan pada rapat tersebut harta di Minangkabau dibagi kedalam dua
jenis, yaitu harta pusaka atau pusaka tinggi dan harta pencaharian atau pusaka
rendah. Harta pusaka kewarisannya diatur menurut hukum adat dan harta
pencaharian kewarisannya diatur menurut hukum faraid.'®

Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang
dibicarakan. Karena dalam pengelolaanya telah tercampur antara harta pusaka
dengan harta pencaharian, bahkan sebagian besar harta pencaharian itu
didapatkan dari hasil pusaka. Keadaan seperti ini yang banyak menimbulkan
sengketa harta pusaka bahkan sampai ketingkat Pengadilan.'” Pengelolaan

harta pusaka tinggi yang semuanya berdasarkan kesepakatan (tidak ada aturan

16 Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, him. 106.

"7 Tercatat di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada rentang waktu 2020-2022 kasus
sengketa harta pusaka tinggi/pusaka rendah sebanyak 32 perkara. (Data diambil dari SIPP
Pengadilan Negeri Bukittinggi (http://sipp.pn-bukittinggi.go.id/list perkara/search), diakses pada
tanggal 1 Maret 2023.



baku) juga menjadi salah satu sebab timbulnya perpecahan dalam keluarga,
karena tidak jarang salah satu pihak memonopoli pengelolaan harta tersebut
dan melakukan berbagai penyelewengan.'®

Hukum Islam telah mengatur tentang harta warisan dengan sangat
rinci mengenai para ahli waris serta bagiannya atau haknya masing-masing.
Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi aturan waris bagi pemeluk agama
Islam kecuali berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah (hukum
faraid). Rasulullah saw bersabda:

Pl olgy) . 83 oy J5Y 50 S Lad Lglaly il 15l

Berdasarkan keterangan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji
kembali tentang harta pusaka di Minangkabau. Apabila dilihat secara sepintas
adanya harta pusaka tinggi tersebut hanya memperkeruh tegaknya hukum
Islam di Minangkabau, ditambah lagi dengan sedikitnya orang yang paham
akan ilmu mawaris sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjalankan
hukum adat. Namun masih lestarinya adat harta pusaka sampai sekarang
membuktikan bahwa terdapat pertimbangan mendasar tidak dapat
dihapuskannya adat harta pusaka tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mas/ahah terhadap
ketentuan harta pusaka tinggi di Minangkabau supaya dapat diketahui

urgensinya bagi masyarakat Minangkabau dan dapat pula diketahui

""Wawancara dengan Ahmad Sarbaini Datuak Tanbijo, Ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN), Kotobaru Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat, Tanggal 15 April
2023.

. ' Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, cet ke-1, (Beirut: Dar
Ibn Kasir, 2002), him. 1668. Hadis nomor 6732.



kedudukan harta pusaka tersebut, apakan termasuk kedalam harta warisan
seperti yang diatur dalam hukum faraid atau termasuk kedalam harta wakaf
seperti pandangan Syekh Abdul Karim Amrullah atau ada status lain dalam
ilmu fikih yang lebih cocok dengan harta pusaka tersebut.

Penelitian ini penulis angkat dalam sebuah tesis dengan judul
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP “KEWARISAN” HARTA
PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU. Penulis tertarik untuk mengangkat
kembali isu ini karena sampai sekarang permasalahan harta pusaka di
Minangkabau masih belum terselesaikan. Serta masih sering terjadi
perselisihan antara sanak saudara dalam menetapkan pengurusan harta
pusaka. Apakah keberadaan harta pusaka masih relevan dengan keadaan
zaman saat ini dalam artian anggota kaum dan keturunan yang sudah sangat
banyak atau sudah saatnya harta pusaka bergeser kedudukan atau diubah
aturan adatnya karena sering memicu perselisihan antara anggota kaum.

B. Rumusan Masalah

Patokan serta arah pembahasan tesis ini terfokus pada rumusan

masalah berikut :
1. Bagaimana fungsi harta pusaka tinggi bagi masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana analisis mas/ahah terhadap praktik “kewarisan™ harta pusaka

tinggi di Minangkabau?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan fungsi harta pusaka tinggi bagi masyarakat
Minangkabau.

b. Untuk menjelaskan analisis mas/ahah terhadap praktik “kewarisan”
harta pusaka tinggi di Minangkabau.

2. Kegunaan

a. Hasil penelitian ini dari segi teoritis dapat menjadi landasan normatif
bagi para pihak yang mencoba untuk mendalami dan meneliti kembali
persoalan harta pusaka di Minangkabau.

b. Adapun dari segi praktisnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
meminimalisir polemik harta pusaka di Minangkabau yang
berkepanjangan, sehingga hubungan antara adat dan agama berjalan
harmonis dan bersinergi serta dapat memberikan edukasi yang positif
bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka
Permasalahan harta pusaka di Minangkabau bukanlah perkara baru,
oleh karena itu telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas
tentang harta pusaka di Minangkabau. Demi menghindari plagiasi dalam
penelitian ini sekaligus memberikan penegasan perbedaan serta ruang yang
akan dikaji pada penelitian ini dari penelitian sebelumnya, berikut penulis

penulis kemukakan sebagai bahan perbandingan.
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Beberpa penelitian telah dilakukan terkait harta pusaka di
Minangkabu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alizarjas®, Linda
Firdawati21, Adeb Devaga Prasnazz, Ernawati dan Erwan Baharuddin®.

Tulisan-tulisan di atas pada umumnya membahas kedudukan harta
pusaka dilihat dari kacamata hukum Islam (fikih). Tulisan Alizarjas dan
Linda Firdawati mengemukakan bahwa Minangkabau menganut dualisme
hukum kewarisan. Hukum waris harta pusaka (adat) dan hukum waris faraid
(Islam), namun pada kesimpulan akhir terlihat mereka berbeda pandangan.
Menurut Alizarjas hukum waris adat Minangkabau harus ditinggalkan karena
tidak sesuai dengan hukum waris Islam sedangkan Linda Firdawati
mengatakan bahwa pewarisan harta pusaka tinggi menurut garis keturuanan
perempuan sah hukumnya dan tidak bertentangan dengan hukum fikih.

Kedua tulisan tersebut jelas sekali perbedaannya dengan apa yang
akan penulis bahas, dalam tulisan ini selain menjelaskan status hukum harta
pusaka tinggi dari kacamata hukum Islam, penulis juga mengemukakan

kedudukan dan fungsi harta pusaka tinggi serta pola pengelolaannya,

2 Alizarjas, “Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minang dalam
Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau: (2017).

! Linda Firdawati, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di
Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam”, ASAS
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Vol. 10, No. 02), 2018.

> Adeb Devaga Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi
Hukum Islam”, Kordinat (Vol. 17, No. 1), April 2018, him 30-64.

» Ernawati dan Erwan Baharuddin, “Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian
Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau”, Lex Jurnalica Vol. 14, No. 3, Desember 2017.
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kemudian penulis melakukan analisis mas/ahah untuk melihat sejauh mana
kepentingan harta pusaka bagi orang Minangkabau.

Tulisan Adep Devaga Prasna lebih kepada penelitian komparasi
ketentuan waris adat dengan ketentuan-ketentuan tentang waris pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam penelitiannya ia mengemukakan
bahwa terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara hukum kewarisan
harta pusaka dengan aturan di Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya praktek
kewarisan kolektif pada masyarakat Minangkabau sama dengan konsep waris
secara perdamaian pada KHI pada pasal 183 dan 189. Sedangkan
perbedaanya terletak pada dualisme hukum diaturan adat Minangkabau yang
mana hal ini tidak ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian Adep Devaga Prasna berbeda dengan penelitian Penulis
karena Penulis tidak membanding hukum adat Minangkabau tentang harta
pusaka dengan Kompilasi Hukum Islam namun Penulis mencoba untuk
menganalisis harta pusaka dengan teori maslahah, supaya ditemukan hukum
harta pusaka menurut hukum Islam serta urgensinya bagi masyarakat
Minangkabau.

Kemudian penelitian Ernawati dan Erwan Baharuddin mengemukakan
bahwa harta di Minangkabau dibedakan menjadi harta pusaka tinggi (harta
pusaka) dan pusaka rendah (harta pencaharian). Pusaka tinggi diwariskan
sesuai aturan adat sedangkan harta pencaharian sedapatnya diwariskan sesuai
aturan faraid. Kemudian dalam tulisan ini dikemukakan apabila terjadi

sengketa harta pusaka maka penyelesaiannnya adalah dilembaga adat yang
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dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), kewenangan lembaga ini
hanya sebatas mediasi bukan memberikan keputusan, apabila mediasi gagal
maka perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Penelitian Ernawati dan Erwan Baharuddin berbeda dengan penelitian
Penulis, dimana tulisan ini akan lebih jauh membahas harta pusaka di
Minangkabau, terutama pada analisis mas/ahah sehingga akan terlihat apakah
harta pusaka tinggi terebut masih relevan dengan zaman sekarang.

Kemudian penelitian tentang harta pusaka di Minangkabau yang
dihubungkan dengan pemikiran tokoh telah ada pula dilakukan, yaitu tesis
yang di tulis oleh Moh. Ahsin** dengan judul “Studi Pemikiran Syekh
Akhmad Khatib al-Minngkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di
Minangkabau dalam Kitab Ad-Da’i Al-Masmu™, penelitian ini bersifat
deskriptif, yaitu Moh Ahsin hanya mengemukakan pandangan pribadi Syekh
Ahmad Khatib terhadap harta pusaka, motode istinbat dan apa saja yang
melatarbelakangi fatwa Syekh Ahmad Khatib tersebut. Moh. Ahsin
mengatakan bahwa fatwa Syekh Ahmad Khatib tidaklah tepat karena harta
pusaka atau yang lebih spesifik disebut dengan harata pusaka tinggi bukan
jenis harta yang dapat diwariskan berdasarkan hukum faraid.

Perbedaan penelitian Penulis dengan tulisan Moh Ahsin terletak pada
analisis maslahah yang tidak dibahas dalam penelitiannya, kemudian Moh

Ahsin juga tidak membahas tentang bagaimana harta di Minangkabau bisa

** Moh. Ahsin, “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang
Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Ad-Da’i Al-Masmu’’, Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta (2020).
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terbagi dalam dua jenis, yang mana prosesnya telah melalui perdebatan yang
alot antara ulama, tokoh adat dan cendikiawan di Minangkabau.

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Andre
Inrdakusuma®. Dalam penelitiannya, Andre Indrakusuma mengemukakan
bahwa telah terjadi pergeseran dalam pengelolaan harta pusaka di daerah
Kubang Putiah. Dimana harta pusaka pada daerah teresebut telah banyak
yang digadaikan bahkan dijual dengan berbagai alasan, sehingga
pelaksanaanya tidak lagi menurut aturan yang berlaku. Pada kesimpulannya
menurut Andre Indrakusuma meskipun melenceng dari aturan asalnya
penggadaian dan penjualan tersebut hukumnya boleh, karena harta pusaka
sejenis hibah bukan wakaf.

Penelitian penulis berbeda dengan tulisan Andre Indrakusuma, karena
analisisnya terfokus pada pergeseran pengelolaan harta pusaka pada salah
satu daerah di Sumatera Barat. Sedangkan penelitian Penulis akan membahas
harta pusaka dari segi sosiologis dan normatifnya berdasarkan analisis fungsi
dan maslahah untuk mendapatkan kesimpulan mengenai eksistensi harta
pusaka dizaman sekarang.

E. Kerangka Teori

Untuk mendalami pola kehidupan masyarakat serta memahami fungsi

harta pusaka dalam struktur adat Minangkabau pada penelitian ini penulis

menggunakan salah satu teori sosiologi yaitu fungsionalisme atau struktural

% Andre Indrakusuma, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Studi Kasus di
Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat”, Jurnal Al-Ahwal Vol.
14, No. 1, (Tahun 2021), hlm. 99-111.
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fungsional, yang mana teori fungsional merupakan sebuah metode yang
digunakan untuk menilai kegunaan elemen-elemen sosial masyarakat serta
struktur sosial masyarakat.”® Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap
bagian dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing, fungsi tersebut
berkaitan dengan cara suatu bagian (elemen) memenuhi kebutuhan sistem
yang komplek, sehingga setiap elemen-elemen tersebut akan bekerja sama
untuk menciptakan suatu keadaan yang stabil dan harmonis.?’

Elemen-elemen sosial dalam masyarakat berdasarkan teori struktural
fungsional bagaikan organ-organ pada tubuh manusia. Lembaga sosial
sebagai unsur sebuah struktur diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup
dan melakukan pemeliharaan terhadap keharmonisan masyaratat. Setiap
lembaga sosial memiliki fungsi masing-masing pada hubungan antara satu
elemen dengan elemen lainnya.”®

Suatu tertib sosial diharapkan dapat mencegah terjadinya pertikaian
antara unsur-unsur yang membentuk suatu mayarakat, pertikaian-pertikaian
tersebut akan dapat dihindari apabila terjadi hubungan timbal balik yang baik
antara sistem-sistem kebudayaan, sosial, dan kepribadian masyarakat.

Masyarakat akan mudah patuh karena ketentuan-ketentuan yang ada serasi

dengan norma atau falsafah yang dianutnya. Apabila nilai yang dipahami dan

2% Nurani Soyomukti, Pengantar Sosiologi Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju
Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis, cet. ke-4,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hIm. 68.

" Soerjono Soekanto, Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif, cet. ke-1, (Jakarta: CV.
Rajawali, 1986), him. 12.

% Soerjono sockanto, Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat, cet. ke-1,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), him. 6.
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hayati tersebut membentuk norma-norma sosial serta kepribadian seseorang,
maka kedaan kehidupan masyarakat akan stabil karena tidak akan terjadi
pertikaian atau konflik. Dengan demikian maka yang sangat penting adalah
adanya sistem nilai-nilai, yang mana nilai-nilai tersebut sebagian besar
berasal dari lembaga-lembaga agama.”’

Teori fungsionalisme digunakan untuk mengidentifikasi praktek
kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Untuk dapat berlanjutnya adat
pewarisan harta pusaka, maka harta pusaka harus dapat terus memainkan
fungsinya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat tercapai maksud dan
tujuan dari adanya adat tersebut. Karena apabila salah satu struktur dalam
masyarakat (dalam hal ini adat kewarisan harta pusaka) tidak berfungsi
dengan baik maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan ilmiah teori
sosiologi yang telah disebutkan dilanjutkan dengan teori mas/ahah, teori ini
digunakan untuk mengidentifikasi praktek kewarisan harta pusaka di
Minangkabau sejauh mana manfaat yang ditimbulkan oleh adat tersebut serta
apakah eksistensinya masih relevan dengan zaman sekarang.

Praktek pewarisan harta seperti yang berlaku di Minangkabau secara
lahir terlihat bertentangan dengan hukum Islam tentang faraid, namun
eksisnya adat tersebut ditengah masyarakat yang menyatakan bahwa adatnya

berdasarkan kepada kitabullah merupakan sesuatu yang memerlukan

2 Talcott Parsons, Social Structure and Personality, (London: Collier Macmillan LTD,
1964), him. 159.
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penelitian lebih lanjut.’® Diantara metode pendekatan yang biasa digunakan
untuk mengidentifikasi perkara muamalah (interaksi sosial) atau adat istiadat
adalah metode maslahah, yaitu identifikasi yang dilakukan dengan
mengemukakan seberapa jauh sesuatu itu dapat mendatangkan kemanfaatan
sekaligus menghindarkan kerusakan serta seberapa jauh pula kemanfaatan
yang ditimbulkan itu sejalan dengan tujuan pensyariatan hukum Islam.
Karena kata maslahah tersebut memiliki dua makna secara bersamaan,yaitu
manarik kebaikan sekaligus menolak keburukan.”'

Hukum Islam pada dasarnya diatur sesuai dengan kemaslahatan
manusia. Apa saja yang disyariatkan Allah sudah tentu membawa kebaikan
(maslahah), sebaliknya, apa-apa saja larangan Allah sudah tentu sesuatu itu
membawa kerusakan (mafsadah). Segala ketentuan hhukum serta tatacara
menjalani kehidupan yang diatur oleh Allah bagi manusia, pada hakikatnya
berlandaskan kepada kaidah dasar jalb al-masalih (mengambil manfaat) dan
dar al-mafasid (menolak bahaya), schingga dapat dipahami bahwa
kemaslahatan merupakan pokok serta tujuan disyariatkannya hukum keatas
mukalaf,*

Dalam syariat Islam, mas/ahah menempati posisi yang sangat vital,

bahkan telah ada kesepakantan pada jumhur ulama usul fikih bahwa tujuan

30 Falsafah hidup orang Minangkabau menyatakan bahwa “adat basandi syarak, syarak
basandi kitabullah” yang berarti bahwa adat Minangkabau berdasarkan kepada syariat Islam,
sedangkan syariat Islam berdasarkan kepada kitab Allah maksudnya Al-Qur’an dan Sunnah.

' Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. ke- 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), 11, hlm. 354.

2 Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap
Mashlahah Najmuddin al-Thufi, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), him. 83.
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utama (maqasid) syariat Islam (asy-syariah) adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan dan mennghapuskan semua yang dapat merugikan manusia.
Sebagai suatu tujuan, maslahah akan menjadi tolok ukur pengambilan suatu
hukum (zasyr7).” Dalam rangka memelihara kemurnian metode maslahah
sebagai dasar utama hukum Islam, terdapat beberapa dimensi mas/ahah yang
harus diperhatikan yaitu: pertama, diharuskan sejalan dengan tujuan
pensyariatan hukum Islam secara umum (sesuai dengan kandungan nas),
kedua, harus dipertimbangkan akan adanya kebutuhan manusia yang terus
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.**

Dua dimensi tersebut harus diperhatikan secara cermat dalam
penetapan hukum, karena ketika keduanya tidak berjalan dengan seimbang
maka akan terjadi kekakuan pada satu sisi (tidak bisa menyesuaikan dengan
zaman) dan akan terlalu mengikuti nafsu pada sisi lainnya (tidak sejalan
dengan tujuan pensyariatan hukum Islam). Oleh karena itu, perlu ditetapkan
beberapa standar atau syarat yang tepat ketika menggunakan mas/ahah, baik
secara metode ataupun aplikasi. Beberapa syarat atau standar yang dimaksud,
dapat digambarkan dalam beberapa sudut pandang sebagai berikut:

1. Maslahah meupakan segala sesuatu yang menatangkan atau

mengandung kebaikan serta manfaat bagi manusia.

33 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Figh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash,
cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2017), hlm. 15.

** Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo
Press, 2008.
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2. Wajah lain dari maslahah adalah mencegah mafsadat, maka dalam
upaya mewujudkan kemaslahatan, mesti dihindari segala bentuk
keburukan yang menyertainya.

3. Kemaslahatan manusia sangat beragam, namun dapat diringkas
kedalam bentuk (daruri) dan harus dijaga dalam mewujudkan
kemaslahatan yaitu: maslahah ad-din, masiahah an-nafs, maslahah an-
nasl, maslahah al-‘agl dan maslahah al-mal.

4. Terdapat perbedaan tingkatan secara kualitas antara mas/lahah dan
maftsadah. Tingkatan maslahah tersebut menurut ulama usul fikih
sebagai berikut: ad-daruriyah, al-hajiyah dan at-tahsiniyah. Maka
dalam menyimpulkan suatu hukum berdasarkan maslahah, setiap
tingkatan ini perlu diperhatikan.

5. Mengambil hukum berdasarkan mas/ahah juga harus diperhatikan sudut
pandang waktu dan objeknya, boleh jadi sesuatu dianggap maslahat
pada suatu kurun waktu namun menimbulkan kemudaratan pada waktu
selanjutnya atau boleh jadi dianggap maslahat pada pola kehidupan
suatu generasi namun menjadi mudarat seiring berubahnya pola
kehidupan generasi itu. *°

Pakar fikih dan usul fikih telah sepakat bahwa maslahah merupakan
tujuan inti pensyariatan, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer di

kalangan ahli usul fikih yaitu & oS> o3 dodeasd) <38 sl “di mana ada maslahah

% Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Jjtihad Antara Teks Realitas dan
Kemaslahatan Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th), him. 19-20.
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di sanalah hukum Allah”. Mengingat hal itu, maka mas/ahah sebagai maqgasid
al-syari "ah menduduki tempat utama dalam penggalian hukum Islam.*®
Dewasa ini permasalahan yang dihadapi manusia semakin beragam
dan komplek. Problem dan berbagai polemik itu mesti dihadapi oleh umat,
yang harus diupayakan adanya jawaban penyelesaian dari perspektif hukum,
namun kebanyakan ditemui kesulitan dalam menggali dalil dari nas atau
petunjuk syarak untuk menentukan hukum dari berbagai problem yang baru
(kontemporer) tersebut. Pada keadaan seperti itu, umat akan dihadapkan pada
berbagai persoalan yang menurut rasional (‘agqliyah) bisa dengan mudah
ditentukan baik atau buruknya suatu persoalan, akan tetapi tidak ditemukan
ketentuan apapun yang mengaturnya dari nas. Supaya seluruh urusan umat
muslim dapat diakomodir oleh hukum agama, maka teori maslahah perlu
digunakan sebagai suatu alternatif penetapan hukum.
F. Metode Penelitian
Langkah-langkah yang dipakai sebagai metode guna menjawab
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Tesis ini berjenis penelitian pustaka (library research), yaiitu
dengan menelusuri sumber-sumber tertulis seperti  buku-buku dan
dokumen yang tersedia di perpustakaan sebagai sumber utama

penelitian.”” Dalam hal ini, buku atau catatan- catatan yang digunakan

3¢ Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam, hlm. 2.

37 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Bandar Maju, 1990),
hlm. 33.
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adalah yang menjelaskan harta pusaka di Minangkabau, mulai dari sejarah,
bentuk pelaksanaan, persentuhannya dengan hukum Islam serta pemikiran-
pemikiran ulama terhadap harta pusaka di Minangkabau.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, dimana penulis
mendeskripsikan fakta-fakta peneliatian secara sistematis sehingga dengan
mudah dapat dipahami serta disimpulkan.’® Penelitian deskriptif berguna
untuk menggambarkan bagaimana situasi permasalahan pada saat
penelitian diadakan.”® Kemudian data-data yang telah didekripsikan
tersebut dianalisis secara cermat supaya diperoleh kesimpulan
sebagaimana yang dinginkan.
3. Pendekatan Penelitian
Tesis ini memakai pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan
normatif digunakan untuk meninjau praktek harta pusaka di Minangkabau
melalui  pendekatan maslahah. Sedangkan pendekatan sosiologis
digunakan untuk memahami pola kehidupan masyarakat serta mendalami
fungsi harta pusaka bagi masyarakat Minangkabau.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara

kepada beberapa tokoh adat yang penulis anggap paham terhadap

3 Saiful Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

** Nyoman Dantes, Metode Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), him. 51.
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seluk beluk harta pusaka di Minangkabau. Walaupun berjenis
penelitian pustaka, tidak dipungkiri terdapat beberapa data yang tidak
ditemukan rujukannya dalam sumber tertulis, maka penulis
mengadakan interview atau wawancara. Tokoh masyarakat yang
menjadi informan dalam penelitian ini tidak dibatasi pada suatu
wilayah tertentu karena ketentuan yang berlaku berkaitan dengan data
yang dibutuhkan secara umum sama diseluruh daerah Minangkabau,
ketika data yang perlukan dipandang telah mencukupi, maka
wawancara dihentikan walaupun belum mencakup seluruh wilayah di
Minangkabau.
Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah tulisan-tulisan
yang membahas langsung harta pusaka di Minangkabau yaitu, buku
Tambo Alam Minangkabau karya Ibrahim Datuak Sanggoeno Diradjo
dan buku karya Amir Syarifuddin dengan judul Pelaksanaan Hukum
Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, karya buya
Hamka dengn judul Islam dan Adat Minangkabau serta kitab ad-Da’i
al-Masmu’karya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Buku-buku
tersebut merupakan sumber data sekunder, namun karena penelitian
ini merupakan penelitian pustaka maka sifatnya menjadi bahan primer

atau bahan bacaan utama.
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Sumber penunjang atau lebih dikenal dengan data sekunder
merupakan data pelengkap dan penguat dalam sebuah penelitian.*
Sumber data penunjang dalam penelitian ini yaitu segala jenis data
yang mendukung penelitian ini, seperti tulisan-tulisan dalam bentuk
buku dan jurnal yang berkaitan dengan harta pusaka maupun
maslahah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipakai untuk mengumpulkan data
adalah:

a. Studi pustaka, merupakan suatu usaha menelusuri dan mengkaji
secaara cermat berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan
berupa tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah yang ada
kaitannya dengan pembahasan dalam tesis ini.

b. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab yang mengacu pada
pembahsan inti dalam penelitian ini. Dalam hal ini wawancara
dilaksanakan dengan beberapa tokoh adat di Minangkabau yang
penulis anggap paham dengan seluk beluk harta pusaka.

6. Metode Analisis Data
Analisa data pada tesis ini menggunakan metode deskriptif,

dimana data dihimpun, dianalisa kemudian dipaparkan dalam bentuk

* Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif llmu Komunikasi dan Sastra,
cet. ke-2, (Yogyakarta: Graha [lmu, 2014), hlm. 72.
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narasi yang mudah dipahami.*' Sedangkan untuk menarik kesimpulan

penuslis memakai metode deduktif, dimana data digambarkan dari

pengertian-pengertian umum kemudian dianalisis untuk diambil
kesimpulan secara khusus.*
G. Sistematika Pembahasan

Supaya tesis ini tersusun sistematis dan mudah dipahami, maka tesis
ini penulis bagi dalam lima bab, sedangkan pada masing-masing bab terdapat
beberapa sub bab sebagai penjelasan.

Bagian awal penulisan tesis ini adalah bab satu yang berisi
pendahuluan. Bab ini berisi gambaran awal dari masalah yang akan diteliti
serta memuat cara-cara menyelesaikan masalah tersebut. Bab satu terdiri dari
beberapa bagian, diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah,
kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan
penelitian, setelah itu dikemukan telaah pustaka penelitian-penelitian
terdahulu, kerangka teoritik serta metode yang dipakai pada penelitian,
kemudian terakhir dijelaskan sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah bab dua yang merupakan penjabaran lebih
lanjut dari kerangka teori. Bagian ini terdiri dari tiga bagian: pertama
menjelaskan tentang maslahah, diawali dengan pengertian maslahah,

kemudian macam-macam mas/ahah serta kedudukan mas/ahah dalam hukum

*! Winarno Surachmat, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah,
(Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 101.

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), him. 20.
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Islam dan dimensi maslahah dalam nas. Kedua, menjelaskan tentang
sosiologi yang terdiri dari pengertian sosiologi dan teori fungsionalisme
dalam sosiologi. Ketiga, menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam yang
terdiri dari pengertian kewarisan, sebab-sebab adanya hak kewarisan, sebab-
sebab hilangnya hak kewarisan, asal-asas kewarisan dalam Islam dan
langkah-langkah pewarisan harta.

Pada bab ketiga berisi tinjauan umum terhadap objek yang
berhubungan dengan kajian dalam tesis ini yaitu berkaitan dengan praktik
kewarisan adat dan kewarisan Islam di Minangkabau. Bagian pertama
dipaparkan tentang adat dan Islam di Minangkabau yang meliputi adat
Minangkabau, persentuhan adat dan Islam di Minangkabau, dan sistem
kekerabatan matrilineal. Kedua, pembahasan dilanjutkan dengan menjelaskan
praktik kewarisan adat Minangkabau, berisi paparan tentang pengertian harta
pusaka, sumber harta di Minangkabau, asas-asas kewarisan harta pusaka
tinggi, perjalanan adat harta pusaka di Minangkabau, pandangan tokoh Islam
terhadap kewarisan harta pusaka tinggi, sistem pengelolaan harta pusaka
tinggi dan potret pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi saat ini.

Bab keempat berisi pembahasan dan hasil penelitian. Bagian awal
berisi analisis fungsional harta pusaka tinggi di Minangkabau dan bagian
kedua menjelaskan analisis maslahah terhadap praktik “kewarisan” harta
pusaka tinggi di Minangkabau. Kemudian pembahasan dalam tesis ini ditutup

dengan bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pembahasan sebagaimana yang telah

diuraikan, penulis mengemukakan beberapa poin sebagai kesimpulan,

yaitu:

1.

Harta pusaka tinggi memiliki fungsi moril dan fungsi materil, fungsi
moril berupa memperkokoh ikatan batin antara anggota keluarga dan
fungsi materil berupa memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.
Fungsi utama harta pusaka tinggi adalah untuk menjamin
keberlangsungan hidup anggota keluarga, sebagai ketahahan pangan
dan investasi jangka panjang. Fungsi harta pusaka tinggi akan sangat
terlihat ketika dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak dan butuh
segera untuk ditunaikan, pada keadaan ini harta pusaka tinggi boleh
digadaikan bahkan dijual dengan syarat kesepakatan seluruh anggota
keluarga.

Berdasarkan analisis maslahah terhadap harta pusaka tinggi di
Minangkabau ditemukan bahwa terdapat beberapa mas/ahah dalam adat
harta pusaka tinggi, namun kemaslahatan yang diharapkan dari adanya
harta pusaka tinggi pada saat ini telah bercampur dengan kemafsadatan
karena harta pusaka tinggi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya
sehingga sering terjadi perselisihan diantara anggota keluarga. Untuk

tercapainya kemaslahatan yang lebih hakiki dan terciptanya kedamaian
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dalam masyarakat aturan faraid adalah satu-satunya hukum waris yang

semestinya diamalkan oleh umat Islam.

B. Saran

1.

Bagi kalangan akademisi penelitian ini perlu untuk ditindak lanjuti dan
dapat dikembangkan lagi dan bagi praktisi hukum hendaknya
menjadikan pendekatan maslahah sebagai pisau analisis dalam
menganalisa berbagai problematika dalam kehidupan, sebab kehidupan
keluarga muslim Indonesia dalam bidang hukum keluarga Islam adalah
bersifat dinamis.

Bagi masyarakat umum terutama masyarakat Minangkabau untuk dapat
menerapkan satu hukum kewarisan saja, yaitu hukum kewarisan Islam
yang telah diformalkan sebagai hokum positif di Indonesia. Oleh karena
demikian, masyarakat Indonesia yang beragama Islam khususnya orang
Minangkabau yang mengakui [slam sebagai satu-satunya agama mereka
seharusnya menyelesaikan pewarisan harta di Pengadilan Agama, baik
karena terjadi persengketaan maupun tidak, sehingga adat benar-benar

bersendikan kepada kitabullah di Minangkabau.
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